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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan U :
P?lnngga_\raafl Kod_e Etik”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adala:??cla?\:;:;:::rxdt
etik pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal int di pertegas juga pada
P.asal 109 Ayat (2) Unfiimg Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yaitu DKPP
dlbenm!t untuk n}cmenksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan i)clunggumn
kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota.
anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN anggota Bawaslu, anggota
Bawaslu Provu'\s: dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan. '.\ng;',olu
P_engawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pendeketan penelitian yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan Knnscb\ual
(Conseptual 4pproach) dan Pendekatan Studi Kasus (Case Study Approach). Data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki
kesimpulan bahwa faktor netralitas merupakan faktor utama yang menjadi alasan pemberhentian
anggota lembagq penyelenggara pemilu selain faktor imperialitas dan kasus suap, serta sifal putusan
DKPP yang bersifat final and banding tidak diartikan sepenuhnya sama seperti pada lembaga peradilan
umum lainnya, karena dalam pelaksanaannya Putusan DKPP harus melalui putusan lembaga
penyelenggara pemilu yang berkaitan, sehingga dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN).

Kata Kunci: Pemberhentian, Kode etik, Penyelenggara Pemilu, Pemilu

Mengetahui,
Pembimbjng Utayha )/ Pembimbing Pembantu
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pemilihan umum yang selajutnya disebut pemilu merupakan salah satu pilar

utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat Pemilu sekaligus
merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. dalam Pasal 22 E ayat
(2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan
Pemillihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah®.Pemilu yang demokratis merupakan suatu cara untuk
menyatakan diri sebagai negara demokrasi karena suatu negara dikatakan
demokratis apabila memenuhi dua asas pokok pemerintahan demokrasi yaitu
dengan adanya pengakuan hak asasi manusia dan adanya pertisipasi rakyat dalam
pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk pemilu yang demokratis. Secara
teoritis pemilihan umum merupakan sebuah tahapan paling awal dari berbagai
rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu
merupakan motor penggerak sistem politik demokrasi. Pemilihan Umum
merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai

negara demokrasi.

! Pasal 22E UUD NRI 1945



Pada umumnya sistem pemilu dilaksanakan dengan sistem organis dan
sistem mekanis, dalam sistem organis rakyat dipandang sebagai sejumlah
individu-individu yang hidup bersamasama dalam beraneka warna persekutuan
hidup seperti geneologis (rumah tangga), teritorial (desa, kota, daerah),
fungsional spesial (cabang industri), lapisan-lapisan masyarakat dan sebagainya.
Dengan sistem ini masyarakat membentuk sistem perwakilan dengan melihat
kepentingan-kepentingan khusus dalam persekutuan hidup yang bisa disebut

dewan korporatif?,

Bila kita mengacu pada Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 maka pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan
Umum (KPU), namun bila Kkita lihat dalam undang-undang tentang
penyelenggara pemilu maka bukan hanya KPU saja yang berperan dalam
penyelenggaraan pemilu tapi juga termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang merupakan satu
kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Pengertian penyelenggara pemilu
menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
yaitu penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu
yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai
penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan

2lmam Mahdi, 2011, Hukum Tata Negara Indonesia, Teras, Yogyakarta, him. 222.



Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur,

Bupati, dan Walikota secara demokratis®.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan
bahwa yang termasuk penyelenggara pemilu bukan hanya Komisi Pemilihan
Umum (KPU) saja tapi juga termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu). Bahkan di dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan adanya
lembaga lain yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara dan
merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yaitu Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI
1945) hanya mencantumkan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum tanpa
mencantumkan Badan Pengawas Pemilihan Umum maupun Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu. Pada prinsipnya penyelenggara pemilu tersebut dapat
dianalogikan sebagai lembaga negara. Dalam sistem ketatanegaraan setidaknya
terdapat tiga kelompok lembaga negara yaitu*: Pertama, lembaga negara yang
ditentukan dalam UUD; Kedua, Lembaga negara yang ditentukan dalam UU;

Ketiga, Lembaga negara yang ditentukan dalam Keputusan Presiden.

Di Indonesia dalam proses penyelenggaraan pemilu terdapat tugas-tugas

daripada penyelenggara pemilu yakni: Pertama, pembentukan peraturan

SPasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.

4Titik Triwulan Tutik, , Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2010, him. 178.



pelaksanaan pemilu (election regulation) sebagai peraturan pelaksanaan dari
Undang-Undang Pemilu (election law). KPU mempunyai tugas membuat
peraturan pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai dengan perintah undang-
undang. Kedua, semua badan penyelenggara Pemilu di dunia ini bertugas
membuat perencanaan tahapan, program, jadwal penyelenggara Pemilu,
anggaran, dan logistik Pemilu. Ketiga, pendaftaran dan/atau pemutahiran daftar
pemilih. Keempat, pendaftaran dan penetapan Peserta Pemilu (partai politik,
calon yang diajukan partai ataupun calon independen). Kelima, pembentukan
daerah pemilihan anggota DPR, DPD/Senat, dan DPRD. Keenam, penegakan

ketentuan administrasi Pemilu®.

Demi menciptakan lembaga penyelenggara pemilu yang berintegritas dalam
pengisiaan keanggotaan penyelenggara pemilu tentunya harus memalui tahapan
seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ Peraturan KPU Nomor 7
Tahun 2018, terdiri atas pendaftaran, penelitian administrasi, tes tertulis, tes
psikologi, tes kesehatan, dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu
dan Klarifikasi tanggapan masyarakat. Syarat untuk menjadi anggota
penyelenggara pemilu yaitu warga negara Indonesia; pada saat pendaftaran
berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; setia kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus

SRamlan Surbakti, Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif, Jakarta: Kemitraan,
2015, him.11.



1945; mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; memiliki
pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu,
ketatanegaraan, dan kepartaian; berpendidikan paling rendah SLTA atau
sederajat; berdomisili di wilayah kabupaten/kota bersangkutan yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; mampu secara
jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; telah mengundurkan
diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat
mendaftar sebagai calon; mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada
saat mendaftar sebagai calon; bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum
apabila telah terpilih menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan
dengan Surat Pernyataan; tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa
keanggotaan apabila terpilih; tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan
sesama Penyelenggara Pemilu (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2)

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018); tidak pernah diberhentikan tetap atas



dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan belum pernah
menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama
2 (dua) kali masa jabatan yang sama (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3)

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018)°.

Untuk menciptakan pemilu yang baik tentu diperlukan penyelenggara
pemilu yang berintegritas, penyelenggara pemilu yang berintegritas berarti
mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan
akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara
menjadi penting, karena menjadi salah satu tolok ukur terciptanya pemilu
demokratis. Peserta pemilu merupakan bagian dari partai politik dan publik,
mengutip sebagamaina yang disebutkan ACE (Administrasion and Cost of
Election) sebagai salah satu pemantau/pengawas yang menjamin terlaksananya
pemilu yang berintegritas di negara Amerika . Beberapa prinsip dalam ACE
yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, yaitu: “Pertama,
Menghormati prinsip-prinsip pemilu yang demoktaris; Kedua, Kode etik,
integritas pemilu juga bergantung pada perilaku etis para penyelenggara pemilu,
kandidat, partai dan semua peserta dalam proses pemilu; ketiga, Profesionalisme
dan akurasi, pemilu yang berintegritas sering diasumsikan berasal dari praktik
pemilu yang jujur; keempat, Perlindungan terhadap lembaga penyelenggara

pemilu. Untuk menjamin adanya pemilu yang berintegritas, ada baiknya jika

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota



lembaga penyelenggara pemilu berdiri sendiri dan mandiri dalam melaksanakan
proses pemilu; kelima, Pengawasan dan penegakan hukum. Fungsi dari
pengawasan dan kerangka hukum adalah supaya penyelenggara dan peserta
pemilu bertanggung jawab terhadap proses pemilu; keenam, Transparan dan
akuntabel, transparansi penyelenggara dalam memberikan informasi kepada
publik tentang semua proses pemilu adalah salah satu upaya dalam mewujudkan

pemilu yang berintegritas’ .

Pentingnya penyelenggara pemilu yang berintegritas di Indonesia tentunya
berdasarkan sejarah perhelatan pemilu di Indonesia yang telah melaksanakan
beberapa kali pemilu. Mengacu pada proses yang berlangsung masih terdapat
banyak catatan atas pelaksanaan pemilu yang berlangsung. Dua hal yang menjadi
problem rendahnya integritas pemilu disebabkan antara lain oleh dua hal yang
mendasar Yyaitu integritas penyelenggara pemilu dan integritas peserta pemilu.
Hal ini terlihat dari proses pelaksanaan pemilu yang tidak dilandasi dengan
prinsip-prinsip pemilu (jujur, demokratis, dan adil). Sebagai upaya melakukan
penataan integritas penyelenggara pemilu, maka lahirnya kode etik dan
kelembagaan etik sebagai penyelenggara pemilu mutlak harus ada dalam

menjaga integritas, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu®.

"Nurrahmawati, Jurnal Politik Indonesia, Vol. 2, No. 1, Surabaya: Universitas Airlangga, 2017,
him.28.
8Topo Santoso, Mengawal Pemilu Mengawal Demokrasi, jakarta: setara pers, 2012,him.86.



Dunia penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia melahirkan warna
yang baru dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Pemilu dan dengan adanya Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang independen dan permanen, munculnya
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dari pembentukan
Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu bertugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. DKPP juga
bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan
dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
Penyelenggara Pemilu. Tugas seperti itu berbeda dengan yang terjadi dalam
sistem peradilan pidana misalnya. Dalam sistem peradilan pidana penyelidikan,

penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh badan-badan terpisah.

Pentahapan jalannya peradilan etik menurut hukum terhadap Penyelenggara
Pemilu semuanya, vyaitu tahap-tahap penyelidikan dan verifikasi serta
pemeriksaan dan akhirnya penjatuhan Putusan dilakukan oleh satu institusi, yaitu
DKPP. Pelaksanaan Putusan DKPP sebagai peradilan ethics menurut hukum
dapat dipaksakan, dan karena itu pada bagian kepala Putusan DKPP harus
mengikuti prinsip dasar Putusan pengadilan pada umumnya yaitu ada irah-irah;

untuk itu telah ditetapkan bahwa irah-irah dimaksud, yaitu: Demi Keadilan dan



Kehormatan Penyelenggara Pemilu®. Pelaksanaan Putusan DKPP dalam
kewajibannya memberikan keadilan diberi bentuk “tindak lanjut” Putusan DKPP
menjadi wewenang pihak terkait. Dimaksud dengan “pihak terkait”, antara lain
pihak yang diadukan, kepolisian dalam hal pelanggaran pidana, dan

Penyelenggara Pemilu®®.

Sejumlah kewajiban diemban oleh DKPP. Seperti menerapkan prinsip
menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi; menegakkan
kaidah atau norrna etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; bersikap
netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas
pribadi; serta menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindak

lanjuti®!.

Banyak anggota penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar etika
dengan bersikap dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan
fungsinya. Oleh karena itu, penegakan kode etik sangat penting sebagai alat
kontrol terhadap pelaksanaan nilai-nilai luhur yang dimuat di dalam aturan kode

etik, sekaligus menindak tegas setiap perilaku yang terbukti melanggar kode etik.

Data DKPP menunjukkan dari 490 pengaduan selama 2018 terdapat 280

perkara yang disidangkan dan diputus,” ujar Ketua DKPP Harjono dalam

®Teguh Prasetyo, DKPP RI penegak etik penyelenggara pemilu bermartabat, Depok : Raja
grafindo persada,2018, him.33-34.

Openjelasan Pasal 159 ayat (3) huruf (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.

pasal 159 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
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sambutannya di laporan kinerja DKPP yang digelar di Hotel Mercure, Ancol,
Jakarta Utara. Harjono mengatakan 280 perkara yang disidangkan itu melibatkan
812 orang. Sebab, dalam satu perkara terdapat beberapa orang yang dikaitkan.
Dari 812 orang itu, 348 orang dijatuhi sanksi teguran tertulis, 355 direhabilitasi.
Lalu 79 orang anggota KPU diberhentikan secara tetap, dan 15 orang
diberhentikan dari jabatan ketua, 9 orang diberhentikan secara sementara dan 6
orang lainnya diputus dengan format ketetapan'?. Hal ini dapat membuktikan
bahwa pelanggaran kode etik menjadi penyebab tertinggi pemberhentian

anggota penyelenggara pemilu.

Syarat pemberhentian anggota penyelenggara pemilu baik KPU maupun
Bawaslu sendiri telah diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 135 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang diatur dalam pasal yang
berbeda namun mempunyai pengertian yang sama yakni dapat diberhentikan
antarwaktu karena : Pertama, meninggal dunia; Kedua, Mengundurkan diri
dengan alasan yang tidak dapat diterima; Ketiga, Berhalangan tetap lainnya;
Keempat, Diberhentikan dengan tidak hormat®, Adapun yang dapat dijadikan
alasan penyelenggara pemilu dapat diberhentikan dengan tidak hormat

sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (4) Pasal 37 dan 135 huruf (b) Undang-

Lhttps://news.detik.com/berita/4349129/putusan-dkpp-bikin-79-anggota-kpu-dipecat-selama-
2018diakses pada tanggal 7 februari 2019 pukul 23.00.

1pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.


https://news.detik.com/berita/4349129/putusan-dkpp-bikin-79-anggota-kpu-dipecat-selama-2018
https://news.detik.com/berita/4349129/putusan-dkpp-bikin-79-anggota-kpu-dipecat-selama-2018
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Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu melanggar kode

etik.

Sebagai contoh pemberhentian penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan
peradilan etik belum mempunyai batasan terhadap etik itu sendiri dapat dilihat
dari putusan DKPP terkait dengan penyelenggara pemilu, contohnya dapat dilihat
pada dua kasus pelanggaran kode etik yang di proses oleh DKPP yang pertama
adalah laporan oleh La Ode Sulman seorang mahasiswa terhadap Sarfan
Kurnia,S.T. sebagai anggota KPU KPU Kabupaten Buton yang telah dianggap
melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Dalam perkara ini La Ode
Sulman mengadukan saudara Sarfan Kurnia selaku anggota KPU Kabupaten
Buton dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
karena pernah menjadi salah satu anggota partai politik dan dijatuhkan sanksi
pemberhentian berdasarkan putusan Nomor: 298/DKPP-PKE-VI11/2018. Pada
perkara lainnya terkait laporan yang dilakukan oleh Gito Agung Bramasta
pekerjaan swasta terhadap salah satu anggota Bawaslu Musi Rawas Utara atas
nama Muhammad Ali Asek dianggap telah melakukan pelanggara kode etik
penyelenggara pemilu karena pernah menjadi salah satu anggota partai politik
dan dijatuhkan sanksi berupa peringatan berdasarkan putusan Nomor 234/DKPP-

PKE-V112018%.

14http://dkpp.go.id/putusandiakses pada tanggal 4Maret 2019 pukul 23.00.
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji lebih
dalam pemberhentian anggota penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan
pelanggaran kode etik yang dituangkan memalui penulisan skripsi yang berjudul
“Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan

Pelanggaraan Kode Etik.”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan di
atas, maka pokok permasalahan yang akan penulis kaji adalah sebagai berikut :
1. Apakah kualifikasi pelanggaran kode etik yang dapat menjadi alasan
pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum ?

2. Apakahimplikasi hukum terkait putusan yang dikeluarkan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam memberhentikan anggota

Komisi Pemilihan Umum?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisiskualifikasi pelanggaran kode etik yang dapat menjadi

alasan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum
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2. Untuk menganalisis implikasi hukum terkait putusan yang dikeluarkan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam memberhentikan

anggota Komisi Pemilihan Umum

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam tata
kelola pemerintahan pada umumnya agar memberikan pengetahuan hukum di
dalam pemerintahan pada khususnya mengenai dasar pengambilan keputusan
Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaraan
Kode Etik.
1.5Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi
dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara yang berjudul “Pemberhentian
Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaraan Kode Etik” Ruang
Lingkup nya terkait mengenai dasar pertimbangan DKPP dalam mengeluarkan
keputusan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum.

1.6 Kerangka Teori
Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum, diperlukan teori yang berupa
serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposal untuk menerangkan suatu.

1.6.1 Teori Negara Hukum

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “De taat warin de
wilsvrijheid van gezasg dragers is beperkt door grenzen van recht” (negara,

dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak
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hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan pembatasan
pemegang kekuasaan tersebut maka dilakukan dengan cara, “Enerziijds in een
binding van rechter administatie aan de wet, anderjizds in een begrezing van de
bevoegdheden van de wetgever”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah
terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat
undang-undang.)*®

Sejak dulu kala orang telah mencari arti negara hukum, diataranya Plato dan
Aristoteles. Plato mengemukakan konsep nomoi yang dapat dianggap sebagai
cikal bakal tetang pemikiran negara hukum.® Aristoteles mengemukakan ide
negara hukum yang diartikannya dengan arti negara yang dalam perumusannya
masih terkait pada “polis”.}” Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara
bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaaanlah yang
menetukan baik buruknya suautu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga
yang baik yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang
bersikap adil. Apabila keadaan seperti ini telah terwujud, maka terciptalah suatu
“negara hukum”.*8

Konsep negara hukum pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa

Kontinental.Immanuel Kant memahami negara hukum sebagai negara penjaga

BRidwan HR, 2014, Hukum Administasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, him. 21.

16SF Marbun et. al., 2001,Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Admistrasi Negara, Yogyakarta,
UlI Press, him. 1.

17Moh.Kusnardi dan Harmmaily lIbrahim, 1980, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
Jakarta, Pusat studi HTN Ul dan Sinar Bakti, him. 142.

18Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, 1983, Asas-Asa Hukum Tata Negara, Jakarta,
Ghalia Indonesia, him. 109.
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malam (nachtwakerstaat) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan
keamanan masyarakat. Gagasan inilah yang kemudian melahirkan negara hukum
liberal'®. Pemikiran Immanuel Kant lazim disebut sebagai pengertian negara
hukum dalam arti sempit. Berbeda dengan Stahl yang menganggap tugas negara
tidak sekedar penjaga malam, tetapi berkembang lebih luas dan aktif campur
tangan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang kemudian dikenal dengan

konsep Welfarestaat.

1.6.2. Teori Pemilihan Umum

Menurut Ali Moertopo pengertian pemilu adalah sarana yang tersedia
bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang ada di
dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada intinya adalah suatu
Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam
DPR, DPRD, DPD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan
pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Pemilu
adalah sarana kedaulatan rakyat dalam memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

Sudargo Gautama, Pengertian tentang negara hukum, Bandung:Alumni 1973, him.7
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Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945%,

Asas-asas penyelenggara pemilu merujuk pada seperangkat sistem
nilai yang dikehendaki undang-undang untuk menghasilkan penyelenggara
pemilu yang berintegritas. Mengingat tugas utama mereka berkaitan dengan
mekanisme mengubah suara menjadi kursi penyelenggara negara yang kredibel
melalui pemilu, maka penyelenggara pemilu harus dijabat oleh orang-orang yang
memiliki kualifikasi untuk menghasilkan pemilu yang demokratik, jujur, adil,
dan berintegritas?.

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum
selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat
ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan
kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain sebagai suatu wadah
yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga
terkait dengan prinsip negara hukum (Rechtstaat), karena melalui pemilihan
umum rakyat dapat memilih wakil- wakilnya yang berhak menciptakan produk
hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat

yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut??. Dengan adanya pemilihan

20K hoiril Huda,Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa ‘“Jurnal
Pemilu Presiden 2019 Vol 4, No.3 2018, Semarang: Universitas Negeri Semarang, him.549.

2IRamlan Surbakti, Op. Cit, him. 20.

22Cholisin, dkk .Pengantar IImu Politik (Introduction to Political Science) Jakarta: PT Raja
Grafindo. 2007 him .95.
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umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak
untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.
Memang pemilu adalah salah satu syarat berlangsungnya demokrasi.

Namun, tidak semua pemilu berlangsung secara demokratis. Robert A Dahl
memberikan ukuran-ukuran yang harus dipenuhi agar suatu pemilu memenuhi
prinsip-prinsip demokrasi: pertama, inclusiveness, artinya setiap orang yang
sudah dewasa harus diikutkan dalam pemilu; kedua, equal vote, artinya setiap
suara mempunyai hak dan nilai yang sama; ketiga, effective participation, artinya
setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengekpresikan pilihannya; keempat,
enlightened understanding, artinya dalam rangka mengekspresikan pilihan
politiknya secara akurat, setiap orang mempunyai pemahaman dan kemampuan
yang kuat untuk memutuskan pilihannya; dan kelima, final control of agenda,
artinya pemilu dianggap demokratis apabila terdapat ruang untuk mengontrol
atau mengawasi jalannya pemilu?3,
1.6.3. Teori Peradilan Etik

Perdebatan sehubungan dengan ide peradilan etik jika dilihat dari dasar
konstitusionalnya menurut UUD 1945 yang berlaku sekarang (ius constitutum).
Pengertian kekuasaan kehakiman dalam Bab IX UUD 1945 tentu saja belum
mencakup pengertian sistem peradilan etik, karena di masa lalu, tradisi pemikiran

umat manusia belum sampai kepada tingkatan yang mengenalkan adanya sistem

22

ZDidik Suprianto, Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu, Jakarta: Perludem, 2012, him.
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‘rule of ethics’ dan sistem peradilan etik, di samping ‘rule of law’ dan sistem
peradilan hukum?*, Namun, jika nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan prinsip Keadilan Sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia dipahami dengan utuh dan sebaik-baiknya, maka tidaklah sulit
bagi kita untuk menerima pengertian baru mengenai landasan konstitusional
sistem etika dan peradilan etik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Agar paradigma rule of law sejalan dengan paradigma rule of ethics. Maka
dibutuhkan satu model pelembagaan peradilan etik di Indonesia. Agenda penting
ini menjadi patut dan layak dikembangkan serta mendapat perhatian serius untuk
mewujudkan era baru rule of ethic. Pembaharuan dibutuhkan mengingat
perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin demokratis, menuntut adanya
sistem peradilan etika yang efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel
dan terpercaya bagi pejabat publik?.

Sementara itu persoalan etika belum diatur dan tidak melekat pada
penyelenggara pemerintahan di Indonesia, hal ini disebabkan karna masalah etika
mempunyai dimensi yang sangat luas, bahkan sering terjadi benturan antar etika
dan hukum itu sendiri karena pemberhentian penyelenggara pemilu terutama
berkaitan dengan pelanggara etik tentunya harus didasarkan dengan kepastian

hukum agar tidak terjadi penafsiran tunggal terhadap pengertian dan batasan-

24Jirnly Asshiddiqie, “Jurnal Etika dan Pemilu” Volume 1, No.l 2015 Jakarta: DKPP R,
him.101.

®1dul Rishan, “jurnaldustifikasi Pelembagaan Peradilan Etik” Vol 9 No.1,2017 Bandung: UlI,
him. 95.
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batasan etik itu sendiri sehingga mengecilkan kemungkinan terjadinya

penyalahangunaan wewenang (Abuse of Power) di dalam setiap putusan.

1.6.4. Teori Pemberhentian Pejabat

Pemberhentian dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN)
meliputi dua hal yaitu, Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
Pemberhentian dari Jabatan Negeri. Yang dimaksud pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (PNS) merupakan pemberhentian yang dapat menyebabkan yang
bersangkutan tidak dapat lagi berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sedangkan yang dimaksud pemberhentian dari Jabatan Negeri merupakan
pemberhentian yang dapat menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat lagi
bekerja pada suatu Satuan Organisasi Negara, namun statusnya masih sebagali
Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan
yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada satuan organisasi Negara, tetapi masih
berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil?°.

Pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) diatur lebih lanjut dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai berikut :

(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:

23ri Hartini dkk, 2014, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, him. 154.
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a) meninggal dunia;

b) atas permintaan sendiri;

C) mencapai batas usia pensiun;

d) perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan
pensiun dini; atau

e) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan

tugas dan kewajiban.

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena

©)

dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak
berencana.

PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena

melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan dan/atau pidana umum;

¢) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau



21

d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan
berencana.

Mengenai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor: Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS),
yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017
menyebutkan, terdiri atas JPT utama, JPT madya dan JPT pratama. Jabatan ini
berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi
Pemerintah. JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama itu diisi dari kalangan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai
kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong. Namun JPT utama dan
JPT madya tertentu, menurut PP ini, dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan
persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif
serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden?’.

Pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada Jabatan lain
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada Jabatan yang
lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam hal
pejabat pimpinan tinggi yang berasal dari nonASN tidak memenuhi target kinerja
sebagaimana dimaksud, yang bersangkutan diberhentikan dari JPT alasan

diberhentikan dari JPT apabila, mengundurkan diri dari Jabatan, diberhentikan

2’Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS),
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sebagai ASN, diberhentikan sementara sebagai ASN , menjalani cuti di luar
tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ditugaskan
secara penuh di luar JPT, terjadi penataan organisasi atau tidak memenuhi
persyaratan jabatan?®,

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang dilakukan termasuk jenis
penelitian hukum normatif, tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam
hukum positif?®, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier®.

1.7.2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-
undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang
dihadapi khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan jika pokok

permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada dalam satu

Zhttps://www.hukumonline.com/berita/baca/It58f85a45e1b3a/begini-mekanisme-pengisian-dan-
pemberhentian-jabatan-pimpinan-tinggi-instansi-pemerintah diakses pada pada tanggal 6 Maret 2019
pada pukul 23.00.

2Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:

Bayumedia Publishing, 2006, him. 295.

30Sorjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Ul Press, 1981, him. 43.
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kesatuan (komprehensif), inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarkis. Jika
masalah penelitian diarahkan pada kekosongan hukum atau norma hukum yang
kabur (vage normen), dapat menggunakan pendekatan ini untuk
merekomendasikan norma hukum yang akan ditentukan. Pendekatan perundang-
undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian
antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-
Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain®L,

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual approach)

Penelitian yang diarahkan untuk mengidentifikasi atau menetapkan konsep
tertentu dalam hukum, dilakukan dengan cara memahami, menerima, dan
menangkap konsep tersebut untuk dibahas. Pendekatan ini beranjak dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap
pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum?3 dapat menjadi pijakan
untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang
dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan
pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan
dengan permasalahan. Dengan kata, penulis memerlukan pandangan atau doktrin
yang relevan tentang alasan pembehentian berdasarkan pelanggaran kode etik

dalam penulisan ini.

S1peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Jakarta: Paramedia Group,2012, hal.93.
#21bid
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c. Pendekatan Studi Kasus (Case study Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menalaah kasus-kasus yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti, karena ada beberapa putusan DKPP terkait
pelanggaran kode etik anggota penyelenggara pemilu yang pemberian sanksi nya
tidak hanya dengan pemberhentian itu tidak serasi dengan keabsahan hasil
pemilu®3,

1.7.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang
diperoleh dari pustaka, antara lain:
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mengikat
secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah beerupa Undang-Undang dan
Peraturan lain dibawah Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:

1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilu.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

33p Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2006,

him.87.
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4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
6.  Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami
bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hukum administrasi negara, hukum
tata negara, artikel ilmiah, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil
penelitian sarjana , dan hasil-hasil penelitian®.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk
mupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
misalnya kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.
1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan dalam

penelitian ini dengan cara mengumpulkan, mengindetifikasi, mengintervensi

34 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta; Rajawali Pers,
2010, him.118.
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peraturan perundang undangan, meneliti bahan pustaka, dan menyeleksi ragam

bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang dianalisis
secara normatif, kualitatif, yakni suatu bentuk pengelolaan bahan hukum yang
mana diawali penjelasan panjang lebar kemudia diolah menjadi suatu bahan
hukum yang ringkas dan juga sistematis, selanjutnya diambilah kesimpulan yang
dapat menjawab pertanyaan dalam skripsi ini.
1.7.6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian
yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan digunakan dengan
menggunakan metode deduktif, yakni metode berpikir yang mana menerapkan
hal-hal yang umum terlebih dahulu lalu setrusnya dihubungkan ke dalam bagian-
bagiannya yang khusus®, Seperti pada pembahasan utamanya diperuntukan
secara umum pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum dan apa saja

yang menjadi dasar pertimbangannya.

%Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitaif, Jakarta: Sinar
Grafika, 2005, him. 31.
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Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (PNS).

Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
Prsiden dan Wakil Presiden.


https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58f85a45e1b3a/begini-mekanisme-pengisian-dan-pemberhentian-jabatan-pimpinan-tinggi-instansi-pemerintah
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58f85a45e1b3a/begini-mekanisme-pengisian-dan-pemberhentian-jabatan-pimpinan-tinggi-instansi-pemerintah
https://index.sindonews.com/blog/2370/mula-akmal
https://nasional.sindonews.com/
https://www.suara.com/
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